Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR {5 TaHUN 2016
TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto,
diperlukan upaya pengendalian penerimaan dan atau
pemberian  gratifikasi bagi Pegawai ASN atau
Penyelenggara Negara :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pengendalian Gratifikasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);
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10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4050) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5698);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )
sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2013 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 51);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
I Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Sawahlunto/Sijunjung  dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3423);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4449);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomorl27 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);
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Menetapkan :

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan
Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dan
Penetapan Status Gratifikasi ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863 );

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 28);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN
GRATIFIKASI



10.

i 11

12.
13.

Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga
Negara yang bertugas melakukan upaya pemberantasan korupsi secara
independen;

Walikota adalah Walikota Sawahlunto ;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
Otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ;

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom ;

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sawahlunto ;
Pegawai Negeri adalah meliputi :

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Aparatur Sipil Negara;

b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana;

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu koorporasi yang
menerima dari keuangan negara atau daerah; atau

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari koorporasi lain yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas
lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik;

Pelapor adalah Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara kecuali suami, istri,
atau anak pelapor;

Penerima Gratifikasi adalah Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang
menerima gratifikasi;

Pemberi adalah Pihak Ketiga atau Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara
yang memberi gratifikasi;

Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan atau badan;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha
yvang meliputi perseroaan terbatas, persercaan komanditer, perseroaan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
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organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Konflik kepentingan adalah situasi dimana pegawai memiliki atau patut
diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap
penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga mempengaruhi kualitas
dan kinerja yang seharusnya;

15. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai ASN atau Penyelenggara
Negara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan
jabatannya kecuali suami, istri, atau anak;

16. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk
mengendalikan penerima gratifikasi secara transparan dan akuntabel
melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan
Pemerintahan, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk membentuk lingkungan
pengendalian gratifikasi;

17. Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang
dibentuk Walikota untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi;

BAB II
TUJUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 2

Tujuan pengendalian gratifikasi adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi
Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang berkenaan dengan pemberian
dan penerimaan gratifikasi, agar terlaksananya tata kelola Pemerintahan
Daerah yang baik dan bersih dari korupsi.

BAB III
GRATIFIKASI
Bagian Kesatu

Pencegahan Gratifikasi

Pasal 3

Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara wajib melakukan pencegahan atas
gratifikasi dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi

Pasal 4

(1) Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang berada dalam situasi yang
tidak dapat menolak pemberian gratifikasi, wajib membuat laporan kepada
UPG untuk menghindari adanya resiko melekat dikemudian hari terhadap
para pihak

(2) Dalam keadaan tertentu Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara tidak
dapat menolak pemberian gratifikasi, wajib melaporkannya kepada UPG

Bagian Kedua
Kategori Gratifikasi




Pasal 5

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara,
dikategorikan menjadi :

a. gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
b. gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 6

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
adalah:

a. gratifikasi yang diterima oleh Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang
berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan tugas dan kewajiban baik
dalam kedinasan atau di luar kedinasan ;

b. gratifikasi yang diterima oleh Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang
berada dalam situasi yang tidak dapat menolak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1); dan atau

c. gratifikasi yang diterima oleh Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang
berada dalam keadaan tertentu tidak dapat menolak pemberian gratifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b, terdiri dari :

a. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang terkait dengan kedinasan,
berupa :

1. pemberian pihak ketiga berupa cenderamata, vandal, plakat, tas ransel
(goodybag) dan atau seminar kit yang diperoleh dalam kegiatan kedinasan
resmi seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau
kegiatan lain sejenis; dan atau

2. pemberian pihak ketiga berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan
kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi, atau
pembiayaan lainnya sebagaimana telah diatur pada standar biaya,
sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik
kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan di SKPD Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara.

b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang tidak terkait dengan kedinasan,
berupa :

1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek, nenek, bapak, ibu,
mertua, suami, istri, anak, cucu, menantu, besan, paman, bibi, kakak,
adik, ipar, sepupu, atau keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik
kepentingan;

2. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai
Jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, agiqah, baptis, khitanan,
upacara adat atau agama dengan batasan nilaj per pemberi paling banyak
Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah ) dalam setiap acara.

3. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun,
promosi jabatan, dan atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang
atau tidak berbentuk setara uang paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus
ribu) per pemberian per orang ;
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4. hadiah langsung tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon (rabat),
voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku
umum;

5. hidangan atau sajian yang berlaku umum;

6. prestasi akademis atau non akademis seperti kejuaraan, perlombaan,
atau kompetisi dengan menggunakan biaya sendiri;

7.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau
kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum,; dan atau

8. kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar kedinasan yang tidak
terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari pegawai penerima
gratifikasi.

BAB IV
TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 8

(1) Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaporkan kepada KPK
melalui UPG

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual
atau melalui web Inspektorat dengan mengisi fomulir laporan gratifikasi

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
b. jabatan penerima gratifikasi bagi pegawai yang pegawai negeri sipil;
¢. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
d. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
€. nilai atau taksiran nilai gratifikasi yang diterima; dan
f. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi;

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan
gratifikasi

(5) Formulir laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 9

(1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dicatat dan
dilakukan reviu awal oleh UPG

(2) Reviu awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. reviu atas kelengkapan laporan gratifikasi; dan
b. reviu atas laporan gratifikasi.

(3) Dalam hal diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak
pelapor terkait kelengkapan laporan

Pasal 10

(1) Hasil reviu laporan gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dilaporkan kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak laporan diterima UPG




(2) Hasil reviu laporan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan kepemilikannya oleh UPG
dengan membuatkan Berita Acaranya.

Pasal 11

Dalam hal laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
ditetapkan oleh KPK menjadi milik pelapor, maka UPG menyerahkan surat
keputusan KPK kepada pelapor dan barang, uang, dan atau Jjasa menjadi hak
pelapor.

Pasal 12

Dalam hal laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
ditetapkan oleh KPK menjadi milik Negara, pelapor menyerahkan gratifikasi
tersebut kepada KPK dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk gratifikasi berbentuk uang, pelapor menyetor uang gratifikasi
dimaksud ke rekening KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya keputusan KPK dan menyampaikan bukti setor dimaksud
kepada KPK dengan tembusan kepada UPG; dan atau

b. untuk gratifikasi berbentuk barang, pelapor menyerahkan barang gratifikasi
dimaksud kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya
keputusan KPK dengan tembusan kepada UPG.

Pasal 13

(1) Laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG disusun dalam bentuk
rekapitulasi laporan gratifikasi.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;

b. pangkat, golongan, dan jabatan penerima gratifikasi bagi pelapor yang
pegawai negeri sipil;

C. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
d. uraian jenis, nilai dan atau taksiran nilai gratifikasi; dan
€. penjelasan umum.

Pasal 14

UPG menyampaikan hasil rekapitulasi laporan gratifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 kepada KPK setiap triwulan.

BABV
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 15

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan dan
pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.

(2) UPG ditetapkan dengan Keputusan Walikota
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Pasal 16
UPG mempunyai tugas :
a. melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;

b. menerima laporan gratifikasi dari Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara
dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam
kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada Pegawai ASN atau
Penyelenggara Negara ;

c. menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK;

d. menerima laporan gratifikasi yang direkomendasikan KPK untuk dikelola
Pemerintah Daerah dan menentukan pemanfaatan gratifikasi tersebut oleh
Pemerintah Daerah;

e. melakukan koordinasi, konsultasi kepada KPK atas nama Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini;

f. melakukan identifikasi atau kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;

g. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi dalam
kedinasan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh penerima;

h. meminta data dan informasi kepada SKPD, unit kerja, dan BUMD atau
Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara terkait pemantauan penerapan
pengendalian gratifikasi;

1. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat jika terjadi
pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini oleh Pegawai ASN atau
Penyelenggara Negara dan melaporkan hasil pengendalian gratifikasi kepada
Walikota melalui Inspektorat dan kepada KPK melalui Walikota; dan

j. mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti
gratifikasi dan mencegah korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UPG
mempunyai fungsi :

a. mempersiapkan perangkat aturan terkait pengendalian gratifikasi;

b. mendiseminasikan ketentuan terkait pengendalian gratifikasi kepada Pegawai
ASN atau Penyelenggara Negara ;

c. melakukan penerimaan pelaporan dan pemrosesan laporan penerimaan
gratfikasi dari Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara bersama-sama
dengan KPK;

d. melaksanakan mekanisme saluran pengaduan dan pelaporan (Wishtle
Blowing System );

e. melaksanakan monitor dan evaluasi efektifitas pengelolaan hadiah bersama-
sama dengan KPK;

f. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian
gratifikasi sebagai management tools bagi Walikota.

BAB VI
PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 18

(1) Setiap pelapor yang melaporkan gratifikasi kepada UPG dilindungi hak dan

kewajibannya




(2) Tata cara perlindungan terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 19

(1) Setiap Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang tidak pernah
melaporkan adanya penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun maka wajib membuat surat pernyataan tidak pernah menerima
gratifikasi kecuali suami, istri, atau anak Pegawai ASN atau Penyelenggara
Negara.

(2) Formulir surat pernyataan tidak pernah menerima gratifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota inj

Pasal 20

Penghargaan dan pengenaan sanksi atas laporan gratifikasi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Walikota ini diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 1 Agustus 2016

//‘W ALIKOTA SAWAHLUNTO, /L

\w

ALI F
Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal { Agustus 2016

f SEKRETARIY DAERAH KOTA SAWAHLUNT?‘/

ROV. Y ABDAMS

TELAY DITELITT |,

2

BAGIAN
| HUREM DA oeryisast




LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2016
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI

LAPORAN GRATIFIKASI

Komisi Pemberantasan Korupsi
LAPORAN GRATIFIKASI
Kepad. 2
PENGIRIM e Viiy
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPS]
Nama REPUBLIK INDONESIA

JL. H.R. RASUNA SAID KAV, &-1
JAKARTA SELATAN 12920
KOTAK POS 575

Alamat

Dokumen Ini adslah rahasia negara, Dilarang membuks tanpa izin KPK.
Formulir berdasarkan SK Pimplnan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

GRATIFIKASI TATA CARA PENYAMPAIAN
AKAR KORUPSI

® Laporan gratifikasi dapat diserabian langsung ke Kantar KPK atau dapat dikirimian metaiui
surat/fsks femail fonline ke:

Komisl Pemberantasen
L H,R. Rasuna Sald Kav. €1, jakartz Selatan 12920 )
Faks.: 021-5292123p. 52971231 Telp - DZ1-25578448, 15578445, HP 0855 B345578
E-mail: pelapomn gratfikasi@kpk.gzo.id
® Lsporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiza puluh) hari
kerja terhitung ssiak tangsal gratifikasl terssbut ditesima.
® laparan disampaikan dengan menyertakan dokumen vang terkait penerimaan pratifikast,
® Objek gratifikasi (uang stau barang] yang ditsrima tidak harus diszrahkan pads 23t
penyampaian laporan gratifikasi,
® Informasi gratifikasi dapat jugs diperoleh secara online miefalui slamat:
www.kpk.go.ld/gratifikasi .
® Untuk Informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi via Android dan 105,
TO I_AK Nama aplikasl “GRATI2" (Gratifikas: : Infarmasi & Soslalisasi),
ATAU

LAPORKAN LU Nemor 3¢ Tahun 2002 g Komisl Pember san Korupsi Pasal 16:
Satiap pegawai negerl atau pefyelengrara negara yang menerima gratifikasi wajib melaparkan
k=pada Komisi Pemberantasan Korupsi,

A. IDENTITAS PELAPOR .
1. | Nama Lengkap ‘ | o
! .
2. | Tempat &Tgl. Lakur | Ne, KTP {NIK) ¢
2. Jabatan/Pengkat/Golongsn | I
A, | Urzian fnstans |: | 3. Mama instansi:
(kementerianfiembags/ B Uintt eseion i/I/V/ Uit Kecia -
BUMN/BUMD/Pemerintzh
Baerah/dii} |

L N

8. | Alamat Kantor :: [

. PN I
| Kel/Desa Kecamatan Ezbfiota Provinsi
| |
7. | Alamat Rumah B
cosevos: CTT T

| NeUBsé / Ketamatan Eab/Kota Provins
- |

B | Alamat pengiriman surst *} |+ |2 Rumah l 1 kantor “): Silokan pilih dan beri tanda [ v ]
2. | Alamat a-mail I: |

| [pingaswa:
18. | Nemor Telepon |+ | Rumsn: | ksnter :

Seluler ¢

MM memberiken nomor kontak ¥ong dapat difbungi guna mempermudah preses penanganun Inporon)




KPK URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI o,

Komisl Pamberantasan Koru
pel ) bembar ini depet diperbayok sesua kebatuten

8. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASH - - - B - B
lenis Penenimaan B Harga/Niky Nominal) Pesistiwa Tempat dan
. T a 1 !TTEEH- Taksiran Ponerimansn Penerimaan
Lainnva:
C. DATA PEMBERI GRATIE]E(AS! - - o B o -
Mama
an ddan labatan
Alarmat fTetapon/Faks/
E-mart B
Hubungan o
Pemberi
D. ALASAN DAN KRONOLOGI - - - |
Alasan Pembern
Kronologi penetimaan l
|
|
Dakumen vang dilamgirkan ' : _"lvn»':l\ ada 0J Ada, yaity; e e e . s |
=
Latatan ambahan (bila periuy |
|

daporan Gratifikasi ini saya sampalkan dengan sebenar-benarnya. Apabila sda ¥3Ng.sengaja tdak saya laporkan atau sava laporkan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungiawabkannya secara hukum sesusi dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan saya bersediz memberikan keterangan selan|utnya.

[PANDUAN penGisiaN:

1 I kode jems penetmasan

3. Laimg T T perjaliman 5} Diist lokast (fokasi roangan, gedusig, alarman) dart tanggal pener imaan

b Bamng B Fasiitas penginapan & » £} e i - e
ey A S TR T -1 Dn:: i pemb pea m....m.nn,wum.wm@.. usates)

d. Koousi i\ Pengotatan ruma-curma 71 Diisé hubungae antara peaesima SENgAn petien gratifihasi sepsrt miry

knrjafiemany redanan)atsanhiwalian) o utar i)
8] D slasan penliedlan wgerti urapan taritea iodsih/pengharsenheli ssean,/
Sugaan Lairmya
9 DBl dengan w3lan ramoiogis penerimaan (funtutsn kmjadlan pembasian)
10} Giisi dengan tanda ~v " pada kolom YATWL seza dam sebutionm jike ada
11} Dl dengan caratan kiusis vepents germmenan pethindungan, wakiu dan
fenifiat ket difubungs KK, dan hal khasus I=in yang petly drampaliain

& Mojanan anpa burigs J- Fasilitas balonya
2] Diisk wraian fenis panerimaan (bantuk. merk. tahon pembuatan, warna, i)

) D ks sormEnalf taksiran nital ekt yang ity ama tharga beosuefinteenet/
periiraan cendir e hasga passt /perkitaan apacaiyal)

2] Ditsl knde peristiae penetimaan ¢
. terkaur pernikatan/kesgamaan/acars d. Terkalt tugss non pelayanan

dat e Terkalt wminar/didat/workshon b "
b Terkait mutas/promasifpiah cambut [, Tirksk tahy 08 Kr s
£ Terkait tugas pelaganan & Laioreps (tutkan pads katom o atan)
[ UL Nomor 20-Tahun 2001, tentang Perubahan staz UL Nomor 31 Tahun 1399 tentang Pembearant=san mﬂmw
| Pasalizs
| £1) Sertan grasn i hegada pegawa pagar gtas FErwslonguace nepsry dlacgzan ambetian HAD, epadiis barhubungin dergan |ahatantid tan VAR burlawian an desgan

Ewaylmnoye sluy tugaemnys, Jergian katentuar. OBIEE By
3. Vang milalegy Bp L0000 000,00 (sepciuh juta N, permlkttan sl gratifivas termbut bokan METEAkeN JuAp diakukan cleh conotma gratthvas
B anigrilsioys kergag darl B 10 600 300,00 (s=p puts ructah ), pembuk Bafes graniikay tersabut sunp dilibuben cih et M
| (2} Prdana Sax papawal ragen stay IENVERNEIIY Negara tebagairiana Gmaksuz dalan aval (1) Mcslan priang penurs seumu 4y hdana penyara pakng singiat 3
| lemnat] tab Daling larma 20 [tag puluh) tihes, den Didsna tur:Ca paling sealkin Rp-Z00.000, (230,00 {ditn ratiz uts rupiahi den paling Barywak Bp 1 GG G0 000, 00 (28tu

milyar sugih)

| ‘Pasal 12C ayat {1}; kos
| Permberantasan Ting
|
i Fasal 12C ayat [2): Peryampaian lapcran sebdgamana dimaksig salam et {1 h wajib @rlanukan oleh pensrimy Sratiflass paling lamibat 3 FoEm psiun) e werje rertitung

ek angml gravias thrsadat ditorima

FRATTARS gl cdalam Pasal 126 sy 1 ndak berisiL fle penasimy ieslaporkan dratthicazi yang dssrimymgg kepsda Earaisl
Kntgpal

WALIKOTA SAWAHLUNTO, /}'

™
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TELAR BITELIE! | .

BAGIAN
HUREM DAN IR5AMISASE




LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : |5 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2016
TENTANG : PENGENDALIAN GRATIFIKASI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah inj
Nama

NIP

Pangkat/ Golongan

Jabatan

Unit Kerja

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa :

1. Saya selama jangka waktu dari .................... S8 siisinresrsenavonnens tidak
pernah menerima gratifikasi dari pihak manapun, baik dalam kedinasan
maupun di luar kedinasan yang menurut ketentuannya wajib saya

laporkan.

2. Jika ternyata terbukti bahwa saya menerima gratifikasi sesuai jangka
waktu yang saya sampaikan tersebut, maka saya bersedia dikenakan

sanksi sesuai ketentuan yvang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak

manapun dan dapat dipergunakan seperlunya.

Sawahlunto, ......ccoeceuevvvini. ..
Saya yang menyatakan,

-

TELAR BifRLiT [}
6

BAGIAN fe"
NORWM DAk memMisasi| |




